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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem 

peradilan dan catur penegak hukumnya, keberada,m pihak kepolisian mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut 

Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian merupakan bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini 

merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi, sebagai suatu sistem, peradilan 

pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen 

lainnya. 

Hal ini didasarkan karena pihak Kepolisian Republik Indonesia 

sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam neq.eri yang lemiputi terpeliharanya keamanan dari 

ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan menjunjung tinggi 

hak azasi manusia. 

Kepolisian sebaga bagian integral fungsi pemerintahan negara, 

mempunyai fungsi dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses 

penegakan hu}rum pidana saja. 

Dalam menjalankan fungsi dan ( ~{~ranannya dalam penegakan hukum, 

pihak kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap yang secara umwn 
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dikenal dengan senjata api, tetapi tidak sernua pihak kepolisian diberi kewenangan 

untuk memiliki senjata api tersebut, kepemilikan senjata api di lingkunganb 

kepolisian ditentukan berdasarkan kepangkatan dan keahlian tertentu dalam 

menjalankan tugas. 

Dalam kepemilikan senjata api oleh pihak kepoEsian, juga terkait tentang 

kedisiplinan dan salah satw1ya adalah kedisiplinan dalam penggunaan senjata api 

dan hal ini lebih dijelaskan dalam Peratura.'1 Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin POLRI serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Peraturan Pelaksana. 

Penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian bernsal dari pribadi 

polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh akrena itu penyalahgunaan 

senjata api di Iingkungan kepolisian mempakan suatu pelanggaran disiplin, 

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan 

diperjelas dalam Peraturan Permerin.tah Nomor 2 Tahun 2003 dan atas 

pelanggaran ini tidak terlepas dari sanksi-sanksi yang harus diterapkan, guna 

menjamin tetap terlaksananya disiplin dalam lingkungan kepolisian itu sendiri_ 

Terlepas dari bpembahasan di atas, bahwa penyalahgunaan seajata api 
I 

oleh anggota kepolisian bukan hanya diba11as dan tercantum dalam Peraturan 

pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tetapi tentang penyalahgunaan senjata api ini 

sebagai suatu pelanggaran disiplin lebih lanjut dan lebih difokus~an penjelasannya 

di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksana Teknis 

Inst~-t\tSi_onal Peradilan Umum Anggota Polri dalam Penyalahgunaan Senjata Api 

' oleh Anggota Kepolisian. 
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Sehingga nantinya dalam pembasahannya lebih terfokus dan lebih 

terperinci sesuaidenganjudul karya ilmiah ini. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

,, 

;.' 

--' r 
' ·~>.J '·, 

Jt;dul merupakan garis besar permsalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian. Karya ilmiah ini penulis buat dengan judul "Aspek Hukum Atas 

Penyalahg•maan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. 

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memaharni karya 

ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain 

itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan 

pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu : 

Aspek adalah sudut atau pandangan terhadap sesuatu hal 1 

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah 

lakl.I manusia dalarn lingk.-ungan masyarak:at, yang dibuat oleh badan-bad.an 

resmi yang berwajib, pelanggaran terhadapperaturan-peraturan tadi berakibat 

diambilnya tindakan2 

Penyalahgunaan adalah menggunakan sesuatu dengan melanggar aturan yang 

ada 

1 Daryanto, S.S., Karm1s Lengkap Baham Indonesia, Apollo, Surabay<'., 1997, haL 72 
2 J. C. T. Simorangk:ir, SH; Drs. Rudi T. Erwin, SH; J. T. Prasetio, SH, Kanms Huk11m, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2000, ha! 66 
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Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang 

didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran 

cepat dan terkungkung dari suatu propelan3 

Anggota adalah bagian 

Kepolisian adalah segala ha! ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan4 

Ditinjau adalah meninjau, melihat sesuatu lebih jauh5 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari judul karya 

ilmiah penulis adalah suatu pandm1gan htLkum yang bersifat mengikat dan 

memaksa terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian sebagai 

salah satu bentuk pelanggaran disiplin di lingkungan kepolisian. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. aspek pertahanan merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup 

bemegara serta menjaga tetap tegak-.nya hukum di suatu negara. Maka dari itu 

guna meajaga kelangsungan hidup suatu negara dan tetap tegaknya hukum, 

diperlukan pihak-pihak yang sangat mempmiyai peranan yang sangat penting. 

3 ~'.);~}.Y.,.g~y_gk~;Q!f20 Senin, Jam 10.00 wib (' 
4 U11da11g-Umla11g Nomor 2 Ta/um 2002 tentang Kepolisian , Penerbit Citra Umbara, 

Bandung, 2002, hal. 3 
5 Agus Sulistyo dan Adi Mulyono, Kanms Bahasa Indonesia , Penerbit ITA, Surabaya, hal. 

339 
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Pihak kepolisian sebagai salah satu pihak yang benvenang untuk menjaga 

tetap tegaknya hukum, mempunyai peranan yang sangat penting da1am menjaga 

. ketertiban dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia. 

Kepilisian sebagai pihak yang berwenang akan banyak hal, mulai dari 

penegakan hukum dan menjaga ketertiban serta pengayom masyarakat, serta guna 

meningkatkan profesionalisme kerja pihak kepolisian dilengkapi dengm1 

persenjataan yang sa!ah. satunya adalah senjata api sebagai pendukung dari 

profesi, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dari pihak 

kepolisian itu sendiri. 

Namun dalam pelaksanaannya dan kenyataannya, bukan hanya 

meningkatnya kualitas kerja tetapi sebaliknya banyak terjadi pelanggaran disiplin 

di kalangan polisi, yang pada tahun-tahun terakhir ini pelanggaran itu adalah 

penyalahgunaan senjata api yang telah menjatuhkan nama baik kepolisian itu 

sendiri. 

Maka dari itu diharapkan kepada pihak kepolisian itu sendiri untuk lebih 

meningkatkan kedisiplinan kerja dan dibarengi dengan sanksi yang hams 
I -

dikenakan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. 
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C. Permasalahan 

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan masalah maka akan 

dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingag tidak mengarah 

kepada pembahasan di luar permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang 

diajukan penulis dalam karya ilmiah ini adalah : 

1. Apa penyebab sering terjadinya penya!aJ1gunaan senjata ap1 di kalangan 

kepolisian ? 

2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam 

menyikapi penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian? 

D. Hipotesa 

Hipotesa adalah rnerupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka 

pennas;:iJahan-permasalahan ini akan dij awab sementara dalam rumusan hipotesa, 

~arena hipotesa merupakan suatu jawaban semntara dari suatu permsalahan, maka 

harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian 6 

Hipotesa merupakan ja-.vaban sementara dari permasalahan yang diajukan, 
I 

adapun hipotesa yang diajukan ad;:iJah : 

l. Adapun penyebab te1:jadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan 

kepolisian disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari lembaga dan pihak 

yang terkait sebagai pihak yang lebih mempunyai kewenangan dalam 

6 Abdul Muis, Pedoman Pemtlisan Skripsi dan Metode Penelitimr Hukum, Diterbitkan 
oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, haL 3 

6 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pengawasan senjata api dan hal ir;j juga disebabkan oleh kurangnya 

disiplin oleh anggota kepolisian sebagai pemegang senjata api 

2. Undan~-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan jelas mencantumkan 

adanya peraturan tentang disiplin kepolisian, maka dari itu dengan adanya 

penyalahgunaan s~r..jata api ini akan tetap dikenakan sanksi tegas karena 

berhubungan dengan pelanggaran disiplin kepolisian 

E. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari dilak11kan pembaliasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk keperluan sebagai saiah saiu persyaratan. atau meiengkapi pangkat 

akademis 

2. Agar masyarakat mengetahui aspek penegakan disiplin di lingkungan 

Kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya, metode pengumpulan 

data dapat diwujudkan melalui : 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), di mana penulis membaca buku­

buku yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini dan sekaligus mengutip 

pendapat para sarjana yang ada kaita...rmya dengan karya ilmiah ini 

2. Field Research (Penelitian Ke Lapangan), di mana penulis mendatangi 

langsung di Poltabes Medan 
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BABU 

TfNJAUAN UMUM TENTANG SEN.TATA API 

A. Pengertian Senjata Api 

Secara umum senjata api diidentik dengan senjata yang menggunakan 

peluru, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia disenutkan bahwa senjata a.pi adalah 

senjata yang menggunakan mesiu (senapan_ pistol). 

Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI diterangkan bahwa senjata api 

adJ.lah senjata yang mampu melepas keluar satu a.tau sejumJah proyek.iil (peluru) 

dengan bantuan bahan peledak. 

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa senjata api tersebut 

adalah senjata yang mengeluarkan proyektil (peluru) di mana keluamya proyektil 

tersebut terjadi ak:ibat didorong dengan kecepa!an tinggi oleh gas yang dihasilkan 

oleh pembakaran cepat ini secara teknis disebut dengan dejlagrasi. Senjata api 

<lulu biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelen, sedangkan untuk 

zarnan sekarang dikenal dengan bubuk nirasa smokeless powder, pada umumnya 

senjata api modem menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran 

pada proyektil u!1tuk menambah kestabilan lintasan. 

Dengan adanya pengeretian senjata api yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik beberapa unsur-unsur yang dikatakan senjata api yang meliputi 

antara lain : 

1. Mempergunakan a.lat yang dinamakan senjata (: . 

2. Terdapat proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru 
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3. Digunakannya dengan bahan peledak7 

Dengan demikian senjata yang memiliki tekanan udara, ser~jata tekaI1an 

pegas dan senjata tiruan, serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata digunakan 

untuk permainan anak-anak adalah bukan senjata api, meskipun pada dasarnya 

memiliki kemiripan yang sama dengan senjaya api tetapi fungsinya dan tatacara 

kerjanya tetap memiliki perbedaan. 

Adapun yang termasuk ke dalam pengertian senjata api adalah: 

1. Bagian dari senjata api 

2. Meriam dan senjata penyernbur api serta bagian-bagiannya 

3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm ketas, pistol 

sembelih 

B. Jenis-Jenis Senijata Api 

Salah satu persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata ap1 

antara lain mempunyai jenis senjata api yang bisa dimiliki . Adapun jenis-jenis 

senjata api yang digunakan oleh instansi yang berwenang maupun peroran.gan 
I 

yang memiliki izin antara lain : 

1. Senjata api bahu jenis kaliber 22 dan penabur kalibe;- 12 GA 

2. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32, 25 dan 22 

3. Senjata bahu shorgun kaliber 12 mm 

4 . Senjata peluru karet 

5. Senjata gas air mata dan senjata kejutan 

6. Senjata api klasifikasi adalahjenis hunter 006 dan ~:::; n~er 007 

7 ~:Y}l};'L1S.~9zLi;u;r~m, senin 14 April 2008,jmn 10.00 wib 
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7. ListTik 

a. Stick (pentungan) gas 

b. Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas 

c. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata 

d. Spray (semprotan) gas 

e. Gas genggam (pistol/revolver gas) 1,: 

8. Senjata dengan kejutan listrik -".) l. I · · ,,,. 

a. Air taser 

b. Stick (pentunga.n) listrik 

c. Personel prote<;tor 

d. Ptrolite (senter serba guna) dengan menggunakan kejutan listrik 

9. Alat pemancang paku beton 

10. Senjata signal 

11. Fire ex.1inguishing (alat pemadam api ringan) 

12. Senjata rakitan 

13. Senjata replika 

14. Senjata angin kaliber 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan gas/tekanan gas 

C. Pihak Yang Berhak Memiliki Senjata Api 

Da1am beberapa tahun terakhir ini, terkesan dan terasa bahwa masyarakat 

dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan berbagai macam 

Jems. Ora..ng )(Bpg memiliki uang dengan mudah bisa mendapatkan, mengoleksi 
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dalam jumlah yang tidak lumrah. Mudahnya mendapatkan senjata api itu tentulah 

karena memang pasarnya sud ah berubah. 

Keinginan untuk rnengoleksi senjata api dalam berbagai jenis tentu 

memiliki latar belakang yang berbda, bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan 

diri, jika seahu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut 

saja kepemilikian itu untuk memper1ahankan diri. Tetapi juga ttdak dipungkiri 

bahwa kepernilikan tersebutjuga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa 

dirinya sanggup mengoleksi barang yang bersifat eksklusif di mana tidak semua 

orang bisa mendapatkannya. 

Meskipun demikian izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri 

diberikan kepada pejabat tertentu, mereka hams dipilih secara selehif Maka dari 

itu adapun pihak-pihak yang berhak me111iliki senjata api antara lain : 

1. Pihak Pejabat Swasta atau Bank 

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api a..r1tara lain : 

a Presiden Direhir 

b. Presiden Komisaris 

C. Ko mi saris 

d. Direktur Utama 

e. Direktur 

f Direktur Keuangan 
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2. Pihak Pejabat Pemerintah 

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain : 

a. Ketua MPRJDPR 

b . Masing-masing Menteri 
... 

c. Sekretaris Jenderal 

d. Inspek.iur Jenderal 

e. Sekretaris Kabinet 

f. Gubemur 

a o· Wakil Gubemur 

h. Sekretaris Wilayah Daerah 

i. Inspek.iur Wilayah Propinsi 

J. Ketua DPRD - I 

k. Anggota DPRJMPR 

3. Pihak Jajaran 1NVPOLRI 

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain : 

a. Perwira Tinggi 

b. Perwira Menengah dengan pan.gkat serendah-rendahnya Kolonel namm 

memiliki tugas khusus 

c. Purnaworawai1 

4. Pumawirawan ABRJ 

Mereka yang diperbolehkan rnemiliki senjata api antara lain : 

a. Pangkat terakhir perwira tinggi 

b. Painen serendah-rendahnya Mayor/Komisaris Polisi (I 
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5. Profesi 

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain : 

a. Pengacara Senior 

b. Menteri Kehakiman/Pengadilan 

c. Dokter Praktek dengan Skep dari Menteri Kesehata/Departemen 

Kesehatan 

Selain dari pihak swasta pemerintah dan TNI/POLRI, pihak lain yang 

diperkenankan untuk memiliki senjata api adalah pihak Perbakin dan dalam hal ini 

sama halnya dengan senjata api untuk bela diri , tetapi senjata api di dalarn 

Perbakin digunakan untuk olah raga dan izin untuk pemakaian senjata api untuk 

olal1 raga adalah untuk membidik sasaran atau target menembak reaksi dan olah 

raga berburu, setiap olah raga.wan, alat yang rnenembak yang diberi izin 

pemak&ian senjata api dan amunisis terlebih dahulu menjadi anggota perbakin, 

yang mana dalam hal ini senjata dengan ma.cam, jenis umuran kalibemya 

ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran. 

Jumlah senjata api yang dapat diberil~m kepada setiap olah ragawan 

menembak sasaran dibatasi dengan maksimal 2 (dua) pucuk setiap event (jenis) 

yang dipertaadingkan dalarn olah raga menembak sasaran. 

Sedangkan senjata api untuk kelengkapan kapal patroli KPLP dan kapal 

patroli Bea Cukai yang dasamya adalah izin-izin yang diberikan untuk 

penggunaan senjata api, arnunisi untuk kesatuan penjaga.an laut dan pantai pada 

Ditjen Perhubungan Laut dan Kapal-kapal Patrnli pencegahan dan penyelidikan 

penyeludupan pada Ditjen Bea Cukai. ( .. 
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Lain halnya dengan kepentingan penelitian, senjata api untuk kepentingan 

penelitian ilmiah diberikan kepada perorangan atau instansi yang benar-benar 

memerlukan senjata api, amunisi dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan 

penelitian ilmiah, jumlah dan macam jenis senjata api, amunisi yang diberikan 

izin adalah disesuaikan dengan kebutuhan. 

D. Syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api 

Bagi mereka yang mampu, memang tidak ter!alu sulit memperoleh izin 

kepemilikan senjata api , \valaupun demikian dalam hal perolehan senjata api, 

tidak terlepas dari persyaratan yang telah ditentukan pihak yang mernpm1ya1 

kev,renangan akan hal itu yakni pihak POLRI, di mana POLRI yang mempunyai 

kewenangan dalam membuat aturan tentang persyaratm1 dala:m kepemilikan 

senjata api. 

Khusus untuk kepentingan pribadi aturan tenta.n.g kepemilikian senjata api 

dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia No . Pol. : 

Skep/244/II/1999, sedang untuk kalangan kepolisian itu sendiri mengikutkan 

aturan yang tertuang dalam peraturan tetap. 8 

Adapun per:;yaratan dalam kepemilikan senjata api untuk kalangan pejabat 
I 

swasta a.tau kalangan POLRI, menurut SKEP di atas, a.ntarn la.in : 

1. Pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal Kelas Ill, 

kernarnpuan ini harus dibuk.'iikan dengan sertifika.t yang dikeluarkan oleh 

institusi Pelatihan Menemba.k yang sudah menda.pat izin POLRI, sertifikat itu 

pun harus disa1h~-:a.n oleh pejabat POLRI yang ditu11juk 
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2_ Harns memenuhi syarat-syarat medis yang meliputi harus sehat jasmani tidak 

cacat fisik yang mengurangi keterampilan me:nbawa dan menggunakan 

senjata api dan harus berpenglihatan normal 

3. ~v1engikuti test psikologi tertentu, dalam ha! ini si pemohon haruslah orang 

yang tidak cepat gugup, panik dan tidak emosional serta tidak cepat marah dan 

pemohon bukan seorang psikopat 

4. MelampirkaE SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai 

pendukung bahwa si pemohon berkelakuan brjk dan belum pernah terlibat 

dalam kasus tindak pidana 

5. Si pemohon tetap hams lulus sreening 

Screening ini dilakukan oleh pihak Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak 

6. Memiliki surat rekomendasi dari Polisi Daerah 

7. Daftar Riwayat Hidup 

8. Memiliki keterampilan dalam merawat/menyimpan dan mengamankan 

9. ?otocopi KTP/KTA, SIUP PT, CV, Skep Jabatan, Surat Keputusan Pimpinan 

Dalam pemilika.n se1~jata api ini juga pihak POLRI tidak akan dengan 

mudah memberi izin, masih ada pertimbangan beberapa fahorantara lain : 

1. Faktor kelayakan 

2. Faktor la.tar belakang pemuasan diri 

E. Jenis Pelanggaran Sesuai Dengan Peraturan Tetap 

Sesuai dengan peraturan tetap yang berlaku dan yang dijadikan acuan oleh 

pihak kepolisian dalam penggunaan senjata api, pihak kepolisian tetap bisa 

menggunbakan senjata api apabila : 
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1. Khusus dalam pelaksanan tugas 

2. Apabila dalam keadaan terdesak 

a. Untuk melumpuhkan tersangka yang berusaha melarikan diri 

b Apabila tersangka melakukan perla\vanan kepada anggota kepolisian 

sebagai petugas 

c Apabila dalam hal ini nyawapetugas dalam keadaan terancam 

Namun dalam melakukan tindakan di atas tetap terlebih dahulu dimulai 

dengan tembakac. peringatan 3(tiga) kali ke atas sebelum mengarahkan kepada 

tersangka dan pengecualian terhadap atau dalam kondisi operasi keamMan atau 

perang. 

Sebagaimana halnya tindakan dalam melaksanakan tugas, adanya 

pela.nggaran oleh anggota-anggota kepolisian tersebut, sebagaimana diatur dalam 

peraturan tetap yang dijadikan sebagai acuan untuk menindak lanjuti setiap 

pelanggaran yang terjadi. 

Dan adapun jenis-jenis pelanggaran anggota kepolisian yang diatur dalam 

peraturan tetap yang dijadikan sebagai acuan tindak lanjut adalah sebagai berikut • 

1. Melakukan Tmdak Pidana 

Jenis pelanggaran ini merupa..lcan terberat, yang mana dalarn hal ini anggota 

kepolisian tidak hanya melakukan pelggaran biasa tetapi sudah terdapat unsur 

pidaria dalam perbuatan tersebut. Yang nantinya hasil putusannya merupakan 

putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

2. Melakukan pelanggaran 

Pelanggaran yang dimaksudkan di sini adalah pelanggaran disiplin, termasuk 

di dalanmya meninggalkan tugas secara tidak sah dalam wahu lebih dari 30 
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(tiga puluh) hari kerja secara berturnt-turut, serta melakukan perbuatan dan 

berperilaku (kelalaian daam rnelaksanakan tugas dan kewajiban dengan 

sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, pengg;.mac'U1 

kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang secara salah yang dapat 

merugikan dinas kepolisian). 

Pelanggaran disiplin ini dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila 

melakukan pengulangan pelanggaran da!am wak1u penugasan pada kesatuan yang 

sama denga.n pertimbangan anggota kepolisian tersebut telah dijatuhi hukuman 

disiplin lebih dari 3 (tiga) kali. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOL.ISIAN 

A. Pengertian Kepolisian 

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tyetapi 

penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (l) Un<lang-Undang Numor 2 Tal-nm 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Kepolisian 

adalah segala ha! ik:hvval yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

d eng:m peraturan perundang-undangan". 9 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah 

sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang-undangan. 

Meninjau kembali pada undang-undangan yang lama yaitu Undang-

Undang Nomor 13, Tahun 1961 ditegaskan bal1\va kepolisian negara ialal1 alat 

negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 

(4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan 
f 

Kemnanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam. 

Dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian, sebagai undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 

Talmn 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata 

( J 

9 U1Ulang-Undang Nomor 2 Ta/um 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia , 
Penerbit Citra Umbara, Bandung, ha!. 2 
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Republik Indonesia, yang mana di dalamnya Kepolisian me1·upakan bagian dari 

Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara 

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan bergulimya era 

reforrn2si maka istilah Angkatan Bersenjata Republi k Indonesia kembali pada 

konsep mval yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keberadaan pih8,k 

kepolisian pada akhirnya berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata 

lainnya. 

Terpisahnya kepolisian dari angkatan bersenjata lainnya dengan sendirinya 

kepolisian menunjukan jati diri dan kinerjanya sebagai penegak hu1;.um dan 

sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. ,. 

·. 
B. Tug~ts dan Fungsi Kepolisian 

Secara umum masyarakat luas lebih mengenal tugas daJ1 fungsi pihak 

kepolisian hanya sebbatas penegak hukum, tetapi jika lebih dipaharni lagi pihak 

kepolisiili'1 mempunyai tugas dan fungsi yang sangat luhur yang sangat luas tidak 

hanya sekedar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 2 TahW1 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Iadonesia dan 

diduh..-ung dengan Undang-Undang Pertahanan dan Kearnanan, untuk kepentingan 

pembahasa ada baiknya kembali tugas pokok dari kepolisian seperti yang tertuang 

dalam pasal 13 yang antara lain : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakan hukum 
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3. Memberikan perlindungaa, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

Selain tugas pokok, pihak kepolisian juga mempunyai tugas tambahan 

sebagaimana tercantum dalam pasal 14 yang antara lain : 

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patro1i terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

2. Menyeienggarakan segala kegiatan dalam me~jamin keam:man, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadarnn 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarak:at terhadap hukum dan 

peraturan penmdang-undangan 

4. Turut serta dalam pernbi.naan hukum nasional 

S. Memlihara ketertiban dan menjarnin keamanan umum 

6. Melal'Ukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawa1 negen sipil dan bentuk-bentuk pengamana..'1 

masyarakat 

7. Melaktikan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

g_ Menyelcnggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup daru gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia 
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l 0. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 

l l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

• 
dalam lingkup tugas kepolisian 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Tata cara pelaksa_11aan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam pelaksanam1 tugas ini kepolisian sangat memerlukan peran serta 

masyarakat karena ha! ini sangat menentukan efektif tidaki.1.ya pelaksanaan tugas-

tugas kepolisian, namun secara apreriori masyarakat telsh memberikan penilaian 

yang kurang baik kepada pihak kepolisian, khususnya dalam pelaksanaan tugas-

tugas dalam keseharian. 

Ada beberapa hamba.tan yang sangat besar bila dihubungan dengan 

penman Polri dalam menjalankan wewenang sebagai penyidik yaitu perihal polisi 

dan kebudayaan yang timbu1 di tengal1 masyarakat memandang terhac;lap polisi , 

terlepas dari rumusan peraturan perundane-undangan yang berlaku di negara ini, 

mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalan 

menegakn hukum dan memelihara keamanan clan ketertiban. 

Hambatan dalam pelaksanaan tugasnya polisi sebagai penyidik tidak 

hanya memberikan bantuian atau melayani masyarakat (support atau service) yang 

menyenangkan kepada pencari keadilan, tetapi dal:;im keadan tertentu polisi juga 

sebagai penyidik juga mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. ( ~ 
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Kontrol dan support merupakan 2 ( dua) karralter fungsi kepolisian, namun 

apabila ditinjau dari sudut lain polisi sebagai penyidikjuga tidak mungkin terlepas 

berhasil melaksanakan tugas tanpa adanya dukungan masyarakat. .. 
Hasil temuan pusat studi keamanan dan per<lamw.ian UGM tahun 1999 

dalam penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

l. Tinggi rasa tidak aman masyarakat 

2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit 

3. Kehac!iran anggota polisi dirasakan oleh sebahagian anggota masyarakat 

terkesan mengancam 

4. Kecenderungan da.::k number yang cukup besar 

5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh pihak anggota kepolisian 

6. Citrn pribadi anggota polisi yang negatif di mata masyarakat 10 

Beban tugas yang dernikian berat dan ideai in tentu harus didukung pula 

oleh aparat pe!aksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi 

Di samping itu, penelitian ~ersebut juga menyimpulkan jati diri anggota 

kepolisia...r1 yang militeristik, intelek.iual anggota kepolisian yang rendah, orientasi 

tindakan pada keselamatan dan kelangengan karir serta kemandirian lembaga 
I 

yang rendah. 

Hasil penelitian lapangan pada direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya 

mengungkapkan antara lain: 

1. Penegak huk."Um yang terpilih cukup tinggi (2/3 pelanggaran dibiarkan berlalu 

dan hanya 1/10 yang ditilang) r ~ 

1° Farouk Muhanunad_, Jurnal Polisi, ha!. 32 
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2. Bias penindakan dengan mengistimewakan kenderaan dan kenderaan terientu 

3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi 

4. Pung li atau penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subjektif 

5 Sikap arogan masih ditunjukan oleh sebagian subjek 11 

Hasl penelitian tersebut j uga mengindikasikan, ant<ira lain • 

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (ntervensi) 

2. Tidak tersedianya kebijakau penegak hukurn yang jelas 

3. Reward and punishmen yang tidak konsisten 

4. Salah urus sumber daya 

5. Dukungan peraiatan dan biaya operasional yang tidak memadai 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagaimana yang dicantumkan di 

atas dapat disimpulkan bahwa di samping secara orgm1isa.toris Polri juga. kurang 

efek1if da!am menjalankan misinya, individu Polri juga masih menunjukan 

perilaku-perilaku negati f dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang 

dikelornpokan sebagai berikut : 

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 

a. ::>enggunaan kekerasan yang melampau wewenang 
{ 

b. Penuntutan rnateri irnbalan uang, seperti pernerasan dan denda damai 

2. Kualitas penyajian layanan (quality of service) 

a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan 

permintaan layanan atau pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan 

r:~m:ig tepat 

i 
1 >-Y~Y};:, g,ss:iZLt<~'-<9.lJl, rabu, 16 April 2008, jam 13.30 wib 
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b. Patut disesalkan dari sudut etika, seperti arogan, tidak sopan, lambat dan 

tidak mernperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara pa.tut 

•· 
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum 

Mengamati tugas daripada pihak kepolisian yang begitu luas, jelas sekali 

bahwasanya hal ini merupakan beban yang berat, terlbih ditegaskan bahwa di 

dalam rnenjalankan tugasnya itu hams selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia 

rak.--yat dan huh1m negara, dalam hal ini khususnya dalam menjalankan 

kewenangannya sebagai penyidik dalam penyelidikan. Ditegaskan pula agar 

senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kemanusiaan dan 

kesusiaJaan. 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara umum 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunytai kewenangan sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 15 yang antara lain: 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

5. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian 
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6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat k~jadian 

8. Mengambil sidik jari dan identitas laiill1ya serta memotret seseorang 

9. Mencari keterangan dan barang buk:ti 

I 0 Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional 

11. Meilgeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegia!an masyarakat 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu 

Selain dari kewenangan yang tertuang dalarn ayat (1) di atas terdapat 

ke\venangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain : 

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya berwenang 

2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor 

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik 

5. Memberikan izin dan melak:ukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan 

senjata tajam 

6. Memberikan izin operasional dan melak.'Ukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bi dang jasa pengamanan (• 
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7. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bi dang teknis kepolisian 

8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan .. 
memberantas kejahatan internasional 

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang as111g yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait 

10. Me\vakili pemerintah Republik Indonesia dalam orgarnsasi kepolisian 

internasional 

11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepo!isian 

Selanjutnya dalam menjalankan tugas kepolisian pada proses pidana, 

Kepolosian Negara Republik Indonesia rnempunyai kewenangan antara lain: 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalm rangka penyidikan 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan rnenanyakan serta 
1
memeriksa 

tanda pengenal diri 

5. Melakukan perneriksaan dan penyitaan surat 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperluka..11 dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

8. Mengadakan penghentian penyidikan 
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9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

l 0. Mengajukar1 permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadapp orang 

yang disangka melakukan tind'lk pidana 

l l. Memberib.n petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil se11a menerima hasil penyidikan pega,:vai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab 

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah 

dikemukak:an di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di 

bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

(dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas 

penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenamya hanya 

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar 

tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pida..11a (non penal). , 

Tugas kepolisian di bida..11g peradilan pidana hm1ya terbatas di bidang 

penyelidian dan pc:nyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan 
I 

dengan penegakan hukjurn pidana, walaupun rnernang ada beberapa aspek hukurn 

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, 

mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan 

dan pertolingan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga 

masyarakat tentu?-~ ; a. merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar 
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dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan 

hukum pidana positif yang berlaku. 

Secara lebih mendasar dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan 
fl!'· 

kepolisian lebih berorientasi pada aspek sosial a.tau aspek kemasyarakatan (lebih 

bersifat pelayanan dan pengabdian) dan ha! ini menunjukan bahwa h<-11 mi lebih 

banyak dibandingkan daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukurn di bidang 

peradilan pidana. 

Oleh karena itu pihak kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu : 

1. Sebagai penegak hul(um 

2. Sebagaipekerja sosiai yang rnendominasi pada upaya melindungi dan 

mengayomi masyarakat 

Mengingat semua tugas da..ri kewenangan kepolisian yang tel<Lh diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tugas 

dan kewenangm1 yang dijelaskan di dBlam undang-undang tersebut menegaskan 

bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian sangat kompleks dan 

sangat rumit, terutama di dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik suatu 

kejahatan yang merupakan penyakit masyarakat. 

D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api 

Banyaknya penyalahgunaan senjata a.pi di kalangan kepolisian pada tahun 

terakhir ini, secara terang-terangan telah mencoreng nama baik kepolisian itu 

sendiri, dan ha.I ini menambah sederetan cacat atau nilai negatif anggota 

kepolisian di mata masyarakat. 
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Bahwa pihak kepolisian sebagai pihak pelindung dan pengayom 

masyarakat, telah melakukan suatu kesalahan yang dengan sendirinya 

memposisikan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap anggota kepolisian ... 
sendiri, yang dalam hal ini seharusnya anggota kepolisian lebih menjaga 

;nasyarakat menjadi sosok yang sa!1gat menakutkan bagi masyarakat itu sendiri 

dan perlahan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian 

sebagai pihak pelindung dan pengayom masyarakat. 

Terlepas dari semuanya, sebagai manusia anggota kepolisian juga 

mempunyai batasan kemampuan yang dimiliki, terhadap penyalahgunaan senjata 

api oleh anggota kepolisian dipengaruhi oleh beberapa fakior yang secara urnum 

dikenal dengan kelalaian oleh anggota kepolisian, namun secara spesifik adapun 

fahor-faktor penyebab penyalahguna..:;in senjata api antara lain : 

1. Secara umum fak.ior penyebab penyalahgunaan senjata api adalah kelalaian 

dari a..riggota kepolisian tersebut 

Kelalaian ini dapat dia11ikan ketidak hati-hatian anggota kepolisian dalam 

mempergunakan dan me~jaga senjata api yang menjadi tanggung jawabnya 

dalam penunjang kinerja kerja dari anggota kepolisian 

2. Sifat arogan dari anggota kepo!isian tersebut 

Sifat arogan yang dimiliki setiap penegak hukum dapat membuahkan 

kerugian, khususnya dalam penyalahgunaan senjata api. Terkadang dapat 

membuat dan menimbulkan rasa dalam diri masyarakat, tetapi sikap a.rog:m ini 

juga terkadang tidak tanpa sebab, mengingat banyaknya penyakit-penyakit 

yang timbul dalam masyarakat yang dapat meresahkan warga setempat 
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3. Anggota kepolisian tersebut dalam keadaan mabuk 

Secara umum penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian akibat 

mabuk atau penyebab minurn-minuman keras ter:jadi di luar waktu kedinasan 

atau jam kerja efektif 

( I 
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BABIV 

PENYALAHGUNAAN SENJATA API 

OLEH ANGGOT A KEPOLISIAN 

A. Prosedur Perolehan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian 

Sebelum mendapat senjata api, anggota kepolisian mempunyai peraturan 

yang harus diikuti atau lebih dikenal dengan prosedur pernlehan senjata api oleh 

anggota kepolisian. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang anggota 

kepolis ian yang mernegang senjata api, selain dari itu prosedur ini dilakukan 

11ntu k menertibkan cara-cara1prosedur perolehan senjata 2.pI, sehingga 

tereciptanya tingkat kedisilinan yang baik. 

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke Dir lntelkam Polda 

Permohonan merupakan awal untuk memperoleh senjata api , adapun hal-hal 

yang harus dilampirkan adalah : 

a. Daftar Riwayat Hid up 
I 

b. SKCK beserta isian sidikjari 

c. Serta melampirk.an 

1) potocopi KTP/KTA 

2) anggota POLFJ (potocopi Skep Jabatan) 

d. Pasphoto berwarna ukuran 2x3, 4x6 - 4 lembar 

e. Surat keterangan dokter 
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2. Harus memiliki surat izin atau rekomendasi dari atasan langsung dan SAT 

INTEL. P3d 

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki adalah harus ada surat rekomendasi 

dari atasan langsung sebagai suatu bentuk persetujuan dari pimpinan 

• 
3. Lulus psikologi 

Lulus dalam test psikologi dapat diartikan bahwa anggota kepoli sian tersebut 

memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan berdasarkan tes kejiwaan, yang 

meliputi tes oerupa wacana dan gambar, yang nantinya penentu layak tidaknya 

anggota kepolisian tersebut memperoleh senjata api 

B. Tatacara Pemeriksaan Penyalahgunaan Senjat& Api Oieh Anggota 

Kepolisian 

Kep0lisian sebagai satu lembaga penegak hukum, tidak menyebabkan 

bahvva setiap anggota kepolisian tersebut kebal terhadap hukum, justru penegakan 

hukum akan lebih diterapkan di kalangan kepo!isian itu sendiri sebagai salah satu 

contoh untuk kalanga.r1 masyarakat luas, hal ini juga seiring dengan bahvva 

kepolisian merupakan pelindung dan pengayom masyarakat 

Sehingga dengan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat 
' 

dituntut w1tuk lebih disip[lin dalam menjalankan tugas dan apabila te~jadi 

pelanggarandisiplin maka akan serta adany2, sanksi yang akan dikenakan, 

sebagaimana dalam kurun \Vaktu terakhir ini maraknya penyalahgunaan senjata. 

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian, akan 

,menyebabkan adanya tindakan hukum atau proses pemeriksaan terhadap anggota 
(~ 

kepolisian tersebut, sebagai salal1 satu langkah w1tuk tetap tegaknya disiplin di 
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kalangan kepolisian itu sendiri. Dengan adanya pemeriksaan ini nantinya akan 

meningkatkan kinerja anggota kepulisian. 

Adapun tatacara pemeriksaan penyalahgunaan senjata api oleh <mggota 

kepolisian antara lain : 

1. Proses pemeriksaan terhadap penyalahgunaan senjata ap1 apabila hanya 

sebatas pelanggaran 'I 4 / I , 
Ii { 
\ .. 

Adapun tahapan proses pemeriksaan tersebut antara lain : ""(! \\ \ 

"" \' 

a. Provost sebagai pihak satuan fungsi pembinaan hukum menerima laporan 

atau pengaduan 

b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian 

c. Memeriksa senjata api tersebut ke laboratorium forensik 

d. Pemeriksaan surat izin penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian 

e. Pemeriksaan registrasi senjata api tersebut ke bagian logistik yang 

mengeluarkan senjata api 

f. Pemeriksaan anggota polisi yang melakukan pelanggaran di depan sidang 

disiplin 

g. Penjatuhan hukuman disiplin kepada anggota kepolisian yang terbukti 

melakukan pelanggaran 

h. Pencatatari data personel perseorangan 

2. Proses pemeriksaan terhadap peny&.lahgunaan senjata apt apabila terdapat 

unsur pidana 

Adapun tahapan proses pemeriksaarmya antara lain : 
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a. Adanya laporan atau pengaduan 

~ . Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian 

tersebut 

c. Memeriksa senjata api ke laboratorium forensik, dalam hal ini untuk 

contoh kasus pembunuhan (yang menyebabkan hilangnya nyawa orang 

lain) 

d. Pemeriksaan proyektil dari senjata api tersebut 

e. Pemeriksaan surat izin penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian 

tersebut 

f. Pemeriksaan registrasi senjata ap1 tersebut ke bagian logistik yang 

mengeluarkan senjata 

g. Proyektil yang ditemukan diperiksa di laboratorium forensik unt11k 

memeriksa apakah proyektil tersebut sama jenisnya dengan proyektil 

senjata api yang ditemuykan 

h. Pemeriksaan anggota kepolisian yang m,enjadi terdakwa di depan sidang 

peradi!an umum 

1. Penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian oleh pengadilan 

J. Penahanan terhadap anggota kepolisian dengan ketentuan bahwa tempat 

penahanan terdakwa anggota kepolisian dipisahkan dari ruang taha.nan 

tersa.ngka lainnya 
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C. Pejabat Yang Berhak Memeriksa 

Sebagai suatu lembaga hukum yang bergerak di bidang hukurn 

mempunyai perangkat-perangkat yang bekerja dan bergerak di bidang masing-

masing khususnya dalarn proses penyidikan dan penye!idikan 
... 

Seperti dalam tatacara pemeriksaan tcrhadap anggota kepolisian yang 

melakukan penyalahgunaan senjata api, adapun pihak-pihak yang mempunyai 

kewenangan dalam pemeriksaan ini, yang mempunyai keahlian khusus dalam 

penyidikan dan penyelidikan, akrena ha! ini menyangkut tentang anggota yang 

melakukan pelanggaran yang mempertaruhkan nama lembaga kepolisian. 

Adapun pihak yang berhak memerik-.sa anggota kepolisian yang melakukan 

penyaiahgunaan senjata ap!, yaitu : 

1. Melakukan Pelanggaran 

Pejabat yang berhak memeriksa apabila penyalahgunaan senjata api hanya 

sebatas pelanggaran adalah : 

a. Ankum 

b. Atasan langsung 

c. Atasan tidak langsung 

d. Provost 

Provost adalah satuan fungsi pada kepolisian Negara Republik Indonesia 

yartg bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan 

disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian Negara 

Republik Indqnesia. 12 

(" 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ta/um 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik lndonesua, Penerbit Citra Urnbara, Bandung, ha!. 26 
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Provost bertindak terhadap penyidikan dan penyelidikan anggota 

kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin serta penyalahgunaan 

senjata api, dengan demikian provost mempunyai fongs i menangani 

permasalahan yang hanya sebatas pelanggaran disiplin biasa serta 

pe!lyalahgunaan seajata api tersebut tidak mengandung unsur pidana atau 

tindakan tersebut tidal.;: ssampai menghilangkan nyawa orang lain 

2. Melakukan Tindak Pidana 

Pejabat yang berhak memeriksa apabila penyalahgunaan senjata ap1 

rnengandung unsur pidana adalah: Reskrim 

Tetapi dalarn hal ini apabila penyidikan dan penyelidikan dilakukan kepada 

anggota kepo!isian oleh pihak Reskrim, maka permasalahan atau kasus yang 

diperiksa bukan hanya sebatas pelanggaran biasa saja, melainkan telah terjadi 

tindak pidana berat seperti menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 

Ya11g dalam hal ini apabila telah dilakukan pemeriksaan maka kasus tersebut 

dilimpahkan ke pengadilan untuk menindak lanjuti 

D. Sanksi Yang Dikenakan Kepada Anggota Kepolisian Dalam 

Penyaiahgunaan Senjata Api 
( 

Secara umwn setiap tindakan atau perbuatan yang merupakan suatu bentuk 

pelar1ggara11 atau suatu tindka pidana maka tidak terlepas dengan adanya sanksi. 

Begitu juga halnya dengan penyalahgunaan senjata api, yang jelas diketahui hal 

tersebut merupakan suatu pelanggaran disiplin serta suatu tindak pida.11.a oleh 

anggota kenc!is.ian apabila menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 
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Oleh karena itu ad~pun sanksi-sanksi yang dikenakan kepada nggota 

kepolisian yang melak'Ukan penyalahgunaan senjata api sesuai dengan peraturan 

tetap dan peraturan-peraturan yang berlaku lebih jelasnya sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tal1Un 2003 • 

1. Sanksi Disiplin 

Setiap tindakan yang melanggar peraturan maka tidak t~rlepas dari sanksi, 

begitu j uga halnya dengan anggota kepolisian, sanksi disiplin merupakan salah 

satu sanksi yang dikenakan apabila terjadi pe!:rnggaran disiplin oleh anggota 

kepolisian yang sudah diperiksa dan adanya putusan yang tetap untuk itu. 

Setiap anggota kepolisian yang temyata melakukan pelanggaran disiplin akan 

dijatuhi san.ksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplii1. Tindakan 

disiplin berupa teguran Jisan atau tindak:an fisik. Adapun bentuk-bentuk sanksi 

terhadap pelanggaran disiplin antara lain • 

a. Teguran tertulis 

Huk.-uman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan 

disampaikan secara tertulis oleh ankum kepada anggota kepolisian Negara 

republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin 

b. Penundaar1 mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun 

c. Penundaan kenaikan gaji berkaia 

Hukuman disiplin berupa penundaa.n. gaji berkala, ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tallun 

d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun 

Penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usu! kenaikan gaji berkala 

berikutnya 
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e. Mutasi yang bersifat demosi 

Yang dimaksud dengan mutasi demosi adalah mutasi yang bersifat 

promosi jabatan 

f. Pembebasan dari jabatan 

Pembebasan dari jabatan dalam arti pembebasan dari jabatan struktural, 

pembebasan ini juga berarti pula pencabutan wcwenang yang melekat 

pada jabatan tersebut Selama dalam pembebasan jabatan anggota 

kepolisian tersebut menerima penghasilan penuh kecuali tu..1jangan jabatan 

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari 

Tempat khusus yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah 

kediaman atau ruang tertenti.l yang diajukan ankum 

Namun bila ada hal-hal yang member<:,tkan pelanggaran disiplin, penempaian 

dalam tempat khusus sebagaimana dicantumkan di atas dapat diperberat 

dengan tanmbahan maksimal 7 (tujuh) hari . Dan dalarn hal ini penjatuhan 

hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.13 

Setelah adanya putusan tersebut m1ggota polisi yang dijatuhi hukuman disin1in 

berhak mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada atasan 

ankum melalui ankum dengan mencantumkan alasan keberatan dengan 

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari. 

13 Penjelasan Peraturan Pemerintalz Nomor 2 Ta/um 2003 tentang Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penerbit Citra Umbara, Bandung, hal. 50 
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.. 

2. Sanksi Pidana 

Terlepas dari sanksi disiplin sebagaimana yang telah d~jelaskan di atas, 

dikenal juga dengan adanya sanksi pidana, sanksi ini dikenakan terhadap 

anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api, yang 

dalam tindkaan ini yang terdapat unsur pidana berat di dalarnnya seperti 

perbuatan ycing menyebabkan nyawa orang lain. 

Sanksi ini akan lebih berat dibandingkan dengan sanksi disiplin, karena 

dalam sanksi pidana ini dikenakan hukuman kurungan :)enjara serta 

pemecatan/penon ak1ifan secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian 

E. Undang-Undang Nomo;: 2 Tahun 2002 D<oiam menyikapai 

Penyalahgunaan Senjata A pi 

Setiap adanya tindakan yang merupakan suatu pelanggaran, merupakan 

suatu perbuatan yang dapat mernsak nama baik setiap orang serta lembaga di 

mana seseorang tersebut bemaung. Hal ini !1antinya akan menjadi suatu kajian 

yang harus dibahas dan dibicarakan agar kirany<J nanti perbuatan atau tindakan 

tersebut tidak temlang lagi. 

Maka dari itu diharapkan adanya suatu solusi yang harus ditenv)kan guna 

meningkatkan disiplin, tanggung jmvab an kinerja dari anggota kepolisian dalam 

melaksanakan tugas dalarn melindungi dan mengayomi masyarakat. 

Dan ini dikhususkan dalam penggunaan senjata api, kepada anggota 

kepolisian diharapkan lebih meningkatkan disiplin dalam menggunakan senjata 

api sebagaimana diketahui bahwa senjata api meruriai·.an sarana serta alat 

pendukung kerja anggota kepolisian yang memiliki resiko tinggi. Adapun 
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penyebab banyaknya penyalahgunaan senjata api di kalangan anggota kepolisian 

antara lain : 

1. Fakior kelalaian dari anggota kepolisian sendiri sebagai pemegang senjata api 

Fakior kelalaian ini pada umumnya terjadi apabila anggota kepolisian tersebut 

dalam keadaan mabuk 

2. Sifat arogaa dari anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas/kedinasa, 

cenderung penyebab te~jadinyanya penyelahgunaan senjata api 

Dengan melihat faktor-fakior tersebut di atas diharapkan menjadi 

pertimbangan yang sangat serius untuk meningkatkan disiplin anggota kepolisian, 

rnengingat dal!'.lm kurun wak1u terakhir ini banyak terjadi penyalahgunaan senjata 

api di kalangan anggota kepolisian. Oleh karena itu dengan banyaknya kasus 

penyalahgunaan senjata api, diharapkan ada penyelesaian atau upaya untuk 

menanggulangi hal tersebut. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 

penyalahgunaan sen_1ata api oleh anggota kepolisian antara lain : 

1. Pemerik~a.an rutin surat-surat maupun kebersihan senjata api tersebut 

Perneriksaan rutin terhadap senjata api dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) 

kali dalam 6 (enam) bulan d;m yang berhak melakukan pemeriksaan surat­

surat ini adalah pihak Provost dan Paminal 

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pemegang senjata api tentang 

emosional pemegang senjata api 

Sama halnya dengan pemeriksaan surat-surat dan pemeriksaan senjata ap1 

pemeriksaan teJJ111dap kesehatan tentang psikologi anggota kepolisian yang 
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memegang senjata api dilakukan dalam waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) 

bu Ian serta sesuai kebijakan dari Polisi Daerah Sumatera Utara 

3. Selektif dalam penyaluran izin se11iata api 

Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan senjata api oleh 

anggota kepolisian, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian 

Melihat data yang telah dicantumkan dan te1tera di atas, maka dapat 

diambil ~esimpulan tentang bagaimana Undang-Undang N0mor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Republik Indonesia menyikapi tentang penyalahgunaan senjata 

api di kaiangan kepolisian. 

Maka dari itu, apabila penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian 

ditinj au dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, hal ini akan berbicara kedisiplinan anggota kepolisian 

sebagai pemegang senjata api , sehingga secara umum berkenaan dengan Pasal 27 

ayat. (l) yang berbunyi "uyntuk membina persatuan dan kesatuan serta 

meningkatkan semangat ker;a dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota 

Kepolisicm Negara Republik Indonesia". 

Tetapi sebagaimana dijelaskan dan tercantum yaitu pada Pasal 27 ayat (2) 

"ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ", dengan demikian 

penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang diatur oleh Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberi batasan hanya sebatas 

pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian dan hal ini lebih lanjut mengenai 

benh1k pelanggaran serta sanksi yang akan dikenakan akan dibahas lebih laJ1iut 
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin 

Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan 

Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. 

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian 

antara lain : 

Tahun 

2005 

2006 

2007 

Jumlah 
Kasus 

2 

3 

1 

Nama Anggota Kepolisian Dalam 
Pen 'alah unaan Sen.r.ta A i 

1. Brigadir Gosen Sinaga (Intel Poltabes Medan) 
2. Bri da Sudanto Sina a (Polres Nias) 
1. Bripda Jhon L. Saragih (Polres Tanjung Balai) 
2. lptu Christianto Natu, S.Sos (Danki I Sat Brimob 

Batam) 
3. Aiptu Hasudunoan Mar aun (Balige) 

~~~~~~~~~~~~ 

I tu Oloan Hutasoit (Sam ta Poltabes Medan) 
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BABV 

KESlMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan .,, 

1. Setiaphal yang berhubungan dengan kepolisian diatur dalarn Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002, khususnya berupa hak dan kewajiban serta kewenangan 

dari kepolisian itu sendiri, serta mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran 

secara umum yang terjadi di kalangan anggota kepolisian dengan didampingi 

peraturan-peratura;1 tetap yang bedaku di kalangan kepolisian 

2. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian merupakan suatu bentuk 

pelanggaran disiplin, ya11g mana hal ini lebih spefisik dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri dan Peraturan 

pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksaa.n Institusional Peradilan 

Urnum Polri, tetapi selain sebagai suatu pelanggaran disiplin,penyalahgunaan 

senjata api juga mempakan suatu tindak pidana apabila sampai menghilangkan 

nymva orang lain, maka dari itu selanjutnyfl pelanggaran dan tindak pidana 

diatur secara lengkap dalam peraturan tetap (protap) 

B. Saran 

1. Dengan banyaknya penyalahgunaan seniata api di kalangan kepolisian 

diharapkan adanya peraturan yang lebih ketat dalam mempero!eh senjata api 

dengan menambah beb~rapa kriteria penentu selain daripada psikotes yang 

dilakukan secara bertahap, selain dari penami'.i <':h311 kriterian penentu 
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seharusnya didarnpingi dengan sanksi yang hams dikenakan kepada anggota 

penyalahgunaan senj ata api 

2. Kebijakasaan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan 

polisi, hendaknya dapat diperhatikan sehingga dengan adanya peningkatan 

kes('.jahteraan polisi mengurangi jumlah pelanggaran di kalangan kepolisian 

itu sendiri 
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